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Abstrak  
Pariwisata merupakan penghasil devisa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan  selain  

dari sektor lainnya. Industri pariwisata pada umumnya menjadi andalan perekonomian  d isetiap  negara 

maupun kota. Salah satu kota yang menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan adalah Kota Denpasar. 
sejalan dengan ungkapan dari UNWTO selaku organisasi yang menaungi kepariwisa taan , Kota Denpasar 
sebagai Kota wisata mampu memberikan fasilitas dan aksesibilitas tidak hanya untuk wisa tawan secara 

umum wisatawan dengan disabilitas dapat menggunakan. Hal in i terbuk ti dengan d itetapkannya Kota 
Denpasar sebagai Kota inklusi oleh UNESCO pada tahun 2014 bersama dengan 15  kota la innya. Kota 

Denpasar menjadi Kota inklusi tidak terlepas dari peran stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan 
aksesibilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam 
penyediaan aksesibilitas dan fasilitas bagi wisatwan disabilitas serta m engetahui hambatan -hambatan  

stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Penelitian ini m enggunakan m etode deskrip t if  
kualitatif  dengan menggunakan metode observasi, wawancara secara mendalam (in-depth  interview)  serta 
dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.  

Hasil penelitian menemukan bahwa peran stakeholder sendiri dibagi menjadi tiga kategori 
berdasarkan identifikasinya  yaitu stakeholder primer, kunci, dan sekunder. Sedangkan jika ditinjau 

berdasarkan pengaruh kepentingan dalam penyediaan fasilitas dan  aksesibilitas stakeholder meliputi 
stakeholder kunci, stakeholder pengikut (Crowed) dan  stakeholder pendukung (Contest Setter). Sedangkan 
hambatan stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi wisa tawan d isab ilitas 

meliputi belum adanya pendataan terkait wisatawan disabilitas, pola pikir masyarakat  dalam Masyarakat  
tentang Fasilitas dan Aksesibilitas bagi wisatawan disabilitas serta regulasi dan kerjasama antar stakeholder. 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat dikemukakan teru tama bagi p ihak  pemerin tah 

kedepannya dapat mendata wisatawan dengan disabilitas sehingga kedepannya dapat  m enentukan a rah  
kebijakan. Selain itu perlu adanya kerjasama yang baik antar pemerin tah dengan p ihak swa sta ataupun 

dengan ihak organisasi untuk mendukung penyedian fasilitas dan aksesibilitas. Pem erin tah, p ihak swasta 
serta orgnisasi dapat memberikan informasi kepada wisatawan diabilitas secara lengkap dan mudah 
senghingga wisatawan disabilitas dapat dengan mudah mendapat informasi terutama pada kawasan  wisa ta 

dan akomodasi 
 

Kata Kunci : Wisatawan Disabilitas, stakeholder, fasilitas dan aksesibilitas, Kota Denpasar.  
 

Abstract 

Tourism is a foreign exchange producer that has great potential to be developed in  a ddit ion to o ther 
sector. The tourism industry is generally the mainstay of economy in every country and city. One of the cities 
that make tourism as a mainstay sector is a Denpasar City. In line with the phrase from UNWTO as a tourism 

organization, Denpasar City as a tourist city able to provide facilities and accesibility  no  only  f o r general 
tourist, disabled tourist can use. Denpasar City determined as an inclusion city by UNESCO in 2014 with 15  
other cities. Denpasar City became an inclusion city due to the role of stakeholder in providing facilities a nd  

accessibility. The purpose of this reasearch was to determine the role of each stakeholder in provide facilities 
and accessibility for disabled tourist and stakeholder barriers in provide fcilities and accesibility. The 

research used descriptive qualitative method with observation, documentasion and indepth inteview method. 
The Informan in this information in this research used purposive samling method.    

The result of this research showed roles of stakeholder interest in providing facilities and accessibility  

for disabled tourist in Denpasar City divinded into three categories besed on their identification primery, key  
and secondary stakeholder. while reviewed based on the influence of level of stakeholder interest in 
providing facilities and accessibility key stakeholder,Crowed stakeholder and Contest Set ter sta keholder. 

while  stakeholder berries providing facilities and accessibility for disabled tourist is no data collection 
regarding disability tourist, the mindset of the community in the community regarding facilities and 

accesibility for disabled tourist and regulation cooperation among stakeholder. 
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Based on the results of research suggestions is especially for goverment in the f u ture can  be record  

disability tourist so they can establish wisdom. Besides that there need to be good cooperation between the 
goverment and the private sector or with the organization can provide complate and  easy in f ormation to  
disability tourist especially in the tourism.  

 

 Keyword: Disabled Tourist, Stakeholder, Facilities and Accessibility, Denpasar City.  

1. PENDAHULUAN  

Pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang memiliki potensi besar untuk 
dikembangkan selain dari sektor lainnya. Industri pariwisata pada umumnya menjadi andalan 

perekonomian disetiap negara ataupun daerah. Sektor pariwisata diakui cukup signifikan terhadap 

perolehan devisa dan penciptaan lapangan kerja secara makro (Damanik, 2013), sehingga banyak 

negara yang mengembangkan industri ini sebagai industri andalan. Sektor ini mampu mengenalkan 

suatu negara ke mata dunia dengan berbagi hal yang dimiliki seperti kondisi alam, budaya, kearifan 

lokal masyarakat, modernisasi yang dimiliki. Industri pariwisata sesungguhnya cakupannya luas, 
sebab jika pariwisata disuatu daerah sudah berkembang, kegiatan ini bisa dianalogikan sebagai 

lokomotif yang sanggup menarik  sejumlah gerbong berbagai kegiatan dihilir dan diseluruh sektor  

hulu, sehingga sifatnya berefek ganda atau multiplier effect (Arjana,2015) keunggulan sektor 

pariwisata yang dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dan bisnis. Berkembangnya sektor   

pariwisata diberbagai negara mendorong banyak negara semakin mengembangkan fasilitas guna 
menunjang kegiatan kepariwisataan. 

Penyediaan fasilitas dan  aksesibilitas pariwisata merupakan hak seluruh warga negara 

termasuk dengan wisatawan disabilitas. Seluruh fasilitas dan aksesibilitas pada semua sektor 

termasuk sektor pariwisata harus dapat digunakan oleh penyandang disabilitas sehingga mereka 

mampu mendapatkan kesamaan, kesetaraan dan hak yang sama dalam menjalankan aktifitasnya. 
Jumlah data disabilitas diseluruh dunia mencapai 15 persen yang artinya  lebih dari 1 miliar 

penduduk dengan disabilitas data ini diungkapkan oleh WHO (World Health Organization dalam 

ILO (International Labour Organization) (www.ilo.org). Sedangkan  menurut harian Rebulika 

menyatakan bahwa di Indonesia sendiri memiliki 12 persen penyandang disabilitas oleh sebab itu 

penyandang diabilitas dapat dikatakan sebagai pasar khusus baik untuk perjalanan bisnis maupun 
liburan.  

Sebagai pasar khusus secara global organisasi dunia yang menaungi bidang pariwisata yaitu 

United Nation World Tourism and Organisation (UNWTO) mengungkapkan bahwa aksesibilitas 

adalah bidang utama kerja UNWTO dalam pengembangan pariwisata keberlanjutan serta 

merekomendasikan gagasan untuk pariwisata yang dapat diakses oleh semua (Kim dan 

Weng,2010).  Fasilitas bagi wisatawan disabilitas merupakan elemen penting dalam pembangunan 
pariwisata berkelanjutan. Informasi dan penyediaan layanan bagi wisatawan disabilitas juga 

merupakan elemen penting dalam pengembangannya.  UNWTO dalam annual report  2016 

menyatakan bahwa cases illustrating that, aside from being a right for all, tourism that is open to 

persons with disabilities, the elderly, and families with young children offers substantial 

opportunities for destinations and enterprises to enhance their overall competiveness 
(UNWTO,2016).  Pariwisata terbuka bagi orang-orang penyandang disabilitas, orang tua, dan 

keluarga dengan anak-anak menawarkan kesempatan besar sebagai  tujuan perusahaan untuk 

meningkatan daya saing mereka secara keseluruhan.  Serangkaian pernyataan dari UNWTO tepat 

pada hari pariwisata dunia  World Tourism  Day  2016 tepat tanggal 27 September mengangkat 

tema pariwisata Tourism for All Promoting universal Accesbility  yang menyatakan bahwa 
pariwisata dunia lebih menekankan pariwisata yang dapat diakses oleh semua termasuk orang 

dengan disabilitas, orang tua dan anak-anak. 

Sejalan dengan ungkapan dari UNWTO selaku organisasi dunia yang manaungi 

kepariwisataan, Kota Denpasar sebagai kota wisata mampu memberikan fasilitas dan aksesibilitas 

tidak hanya untuk wisatawan normal wisatawan dengan disabilitas dapat menggunakannya. Hal ini 

terbukti dengan ditetapkannya Kota Denpasar sebagai Kota Inklusi oleh UNESCO pada tahun 2014  
bersama dengan 15 kota lainnya (Tribunnews.com). Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota 

inklusi di Provinsi Bali. Kota Denpasar menjadi kota inklusi tidak terlepas dari peran stakeholder 
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dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Salah satu daya dukung stakeholder dari pihak 

pemerintahan Kota Denpasar adalah ketersediaannya Peraturan Walikota Denpasar nomor 35 

Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar. 

Peraturan Walikota ini mengacu pada kelengkapan dan pembangunan fasilitas untuk penyandang 

disabilitas yang harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk wisatawan 

disabilitas sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan Kota Denpasar. Selain itu dikutip dari harian 
Bali Post Pemerintah Kota Denpasar memfasilitasi Penyandang disabilitas untuk melaksanakan 

tirtayatra guna meningkatkan mental spritual (Bali Post, 12 September 2017). Sedangkan dari pihak 

swasta adalah penyediaan akomodasi pariwisata yang dapat digunakan oleh wisatawan dengan 

disabilitas. Peran stakeholder dalam penyedian fasilitas dan asesibilitas merupakan hal yang sangat 

penting dalam sektor pariwisata. Secara umum stakeholder dibagi atas pihak pemerintah, swasta 
dan masyarakat. Menjadi perhatian penting di Kota Denpasar  adalah belum adanya pencatatan 

secara detail mengenai jumlah wisatawan dengan disabilitas di sektor pemerintahan seperti dinas 

ataupun pada hotel terkait. Selain belum adanya data tertulis mengenai jumlah akomodasi hotel 

yang menyediakan fasilitas bagi wisatawan disabilitas. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi 

terhadap  peran stakeholder yang terlibat dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata 
untuk wisatawan disabilitas untuk menyelesaikan beberapa masalah sebagai kendala penyediaan 

fasilitas dan aksesibilitas serta memaksimalkan kerja stakeholder pariwisata. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peran stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi 

wisatawan disabilitas khusus di Kota Denpasar. Untuk mengetahui hambatah dan solusi 

stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi wisatawan disabilitas 
khusus di Kota Denpasar. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di kota Denpasar dengan alasan Kota Denpasar 

merupakan salah satu kota yang memiliki Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 35 Tahun 2011 

tentang upaya peningkatan aksesbilitas terhadap penyandang disabilitas. Selain itu kota Denpasar 
merupakan anggota dari Organisasi Dunia Kota Sejarah (Organization Of World Heritage Cities) 

serta memiliki Denpasar Heritage City Tour yang merupakan atraksi wisata di kota Denpasar yang 

mengenalkan kawasan kota sejarah. Kota Denpasar sendiri merupakan satu-satunya kota yang ada 

di Indonesia yang berkarakter khusus dalam membangun kota menjadi inklusif menurut Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota 
inklusi di Provinsi Bali hal ini berkenaan dengan ditetapkannya 16 kota inklusi oleh UNESCO pada 

tahun 2014. Definisi Operasional Variabel  Adapun peran  stakeholder yang dimaksud pada 

penelitian ini meliputi  peran stakeholder menurut konsep Maryono et.al (2005)  yang dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu stakeholder primer, stakeholder kunci dan stakeholder sekunder dan  

konsep dari  Reed et al (2009) yang membagi peran stakeholder berdasarkan pengaruh dan 
kepentingan yaitu subyek (subjects), pemain kunci (key players), pengikut (crowd), pendukung 

(contest setter) serta konsep dari Nugroho, et. al. (2014)  meliputi  Policy Creator,  Koordinator, 

Fasilitator, Implementer, Akselerator. Adapun  hambatan  stakeholder dalam  penyediaan fasilitas 

dan aksesibilitas untuk wisatawan disabilitas di Kota Denpasar ini dalam penelitian ini dipengaruhi 

oleh beberapa hambatan seperti belum adanya pendataan dan jumlah wisatawan disabilitas secara 

khusus di dinas pariwisata , pola pikir masyarakat tentang fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatawan 
disabilitas, regulasi  serta kerjasama antar stakeholder.   

 

3. PEMBAHASAN 
 

1) Peran Stateholder dalam Penyediaan  Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata bagi 

Wisatawan Disabilitas di Kota Denpasar 

 Stakeholder  merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan 

dalam kegiatan atau program suatu pembangunan. Sedangkan peran merupakan sebuah 

kedudukan suatu organisasi atau kelompok dalam menjalankan suatu pembangunan. Sehingga 
peran stakeholder merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan 

dalam suatu kegiatan pembangunan sesuai dengan kedudukan kelompok atau organisasi itu 
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sendiri. Berikut hasil identifikasi peran stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan 

aksesibilitas pariwisata bagi wisatawan disabilitas di kota Denpasar.  

 

Tabel 2 Hasil Identifikasi Peran Stakeholder dalam Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas 
Pariwisata bagi Wisatawan Disabilitas di Kota Denpasar 

 
Stakeholder Kunci Peranan/Posisi Kegiatan Terkait Peran  Analisa Penilaian  

Dinas Pariwisata Kota 

Denpasar  
Koordinator 

1. Melakukan 
koordinasi dengan 
stakeholder lain yaitu 

pihak Dinas terkait 
lainnya, pihak swasta 

serta masyarakat.  
2. Melakukan 

koordinasi melalui 

pembinaan pada setiap 
usaha jasa pariwisata  

Peran Dinas 
Pariwisata Kota 
Denpasar sebagai 

koordinator adalah 
menjalankan 

koordinasi terkait 
dengan ketersediaan 
fasilitas dan 

aksesibilitas pagi 
wisatawan disabilitas 
bersama dinas-dinas 

yang terkait maupun 
pihak swasta, 

organisasi ataupun 
masyarakat.  

 

Fasilitator 

1. Menyediakan 
segala fasilitas untuk 

menunjang kegiatan 
pariwisata  

2. Penyediaan 

informasi dan fasilitas 
Kepariwisataan  

3. Meningkatkan 
sarana dan prasarana 
pendukung untuk 

wisatawan disabilitas  
4. Melakukan 

kegiatan promosi  

Peran Dinas 
Pariwisata Kota 

Denpasar selaku 
fasilitator dalam 
penyediaan fasilitas 

dan aksesibilitas bagi 
wisatawan disabilitas 

adalah penyediaan 
sarana dan prasarana 
pada tempat-tempat 

wisata seperti toilet 
khusus, jalur pemandu 
khusus, penanda serta 

area parkir khusus.   

 

Implementator 

1. Melakukan 
pembinan terhadap 

penyedia jasa pariwisata   

Peran Dinas 
Pariwisata Kota 

Denpasar selaku 
Implementator adalah 
melakukan pembinaan 

pada industri-industri 
yang bergerak dalam 
jasa pariwisata setiap 

setu minggu sekali.  

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
(Bappda) Kota 

Denpasar 

Koordinator 

1. Koordinasi dan 
perumusan kebijakan 

dibidang perencanaan 
pembangunan 

2. Koordinasi, fasilitasi 

dan pelaksanaan 
pencarian sumber-
sumber pembiayaan 

dalam dan luar negeri, 
serta pengalokasian 

dana pembangunan 
bersama 

3. Koordinasi kegiatan 

strategi sesuai 

Peran Badan 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
(Bappda) Kota 
Denpasar sebagai 

koordinator adalah 
mengkoordinasi 
kebijakan 

perencanaan 
pembangunan di kota 

Denpasar seta 
mendukung dan 
memfasilitasi program 

kegiatan yang 



       
 

5 

 

JURNAL KEPARIWISATAAN DAN HOSPITALITAS 

Vol. 5, No. 1, April 2021. 
 

 

penugasan 

 
 

dilaksanakan oleh 

perangkat daerah dan 
dinas yang terkait.  

Akselerator 

1. Perencanaan : 
penyusunan rencana 

pembangunan jangka 
panjang, menengah, 

pendek/tahunan. 
 

2. Penganggaran : 

penyusunan alokasi 
pendanaan sebagai 
bahan penyusunan 

RAPBD bersama 
dengan BPKAD.  
 

3. Pengendalian dan 
evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana 
pembangunan. 

 

 

Sebagai akselerator 
Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
(Bappda) Kota 

Denpasar berperan 
dalam perencanaan, 
penganggaran, 

pengendalian dan 
evaluasi yang sesuai 
dengan Rencana 

Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah 
(RPJMD) kota 

Denpasar. RPJMD 
yang dimaksut 

berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota 
Denpasar nomor 5 

tahun 2016 tentang 
Rencana 
Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 
(RPJMD) kota 

Denpasar tahun 2016 
– 2021.  

    

Stakeholder 
Sekunder 

Peranan/Posisi Kegiatan Terkait Peran  Analisa Penilaian  

Dinas Sosial Kota 
Denpasar  

Koordinator 

1. Melakukan 

koordinasi dengan 
stakeholder lain seperti 
OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) lain 
serta koordinasi dengan 

pihak-pihak swasta.  

Peran Dinas Sosial 

Kota Denpasar 
sebagai koordinator 
dalam hal ini Dinas 

Sosial Kota Denpasar 
bersama dengan ODP 

(Organisasi Perangkat 
Daerah) lain seperti 
dinas paiwisata, 

Bappeda, dan Dinas 
Perumahan Kawasan 
Permukiman dan 

Pertanahan Kota 
Denpasar serta pihak-

pihak swasta 
mengkoordinasikan 
penyediaan fasilitas 

berupa fasilitas fisik 
yang ada di Kota 
Denpasar.  

Fasilitator 

1. Bersama 

dengan dinas terkait 
dinas sosial Kota 

Denpasar memberikan 
fasilitas berupa sarana 
dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan 
penyandang disabilitas  

Peran Dinas Sosial 

Kota Denpasarsebagai 
fasilitator ialah 

menyediakan fasilitas 
berupa sarana dan 
prasarana untuk 

penyandang 
disabilitas dengan 
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dibantu oleh ODP 
lain.  

    

Dinas Perumahan 
Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Kota 

Denpasar  

Fasilitator 

1. Menyediakan 

tempat pembuangan 
sampah pada setiap 
destinasi pariwisata  

2. Melakukan 
Perawatan pada setiap 
taman di Kota Denpasar 

Peran Dinas 

Perumahan Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan Kota 

Denpasar sebagai 
fasilitator bersama 
pihak swasta 

melakukan kerjasama 
dalam pengadaan 

fasilitas kebersihan 
seperti pengadaan 
pembuangan sampah 

dan beberapa tempat 
duduk taman serta 
melakukan perawatan 

pada taman-taman di 
Kota Denpasar. 

    

Industri Jasa 
Akomodasi Hotel  

Fasilitator 

1. Menyediakan 

aksesibilitas berupa 
fasilitas fisik khusus 
untuk tamu dengan 

keterbatasan fisik seperti 
penyediaan toilet khusus, 
area parkir khusus serta 

penyediaan jalur 
pemandu khusus.  

Peran Industri Jasa 

Akomodasi sebagai 
fasilitator dalam hal 
ini adalah fasilitas apa 

saja yang disediakan 
oleh jasa akomodasi 
untuk memenuhi 

wisatawan dengan 
keterbatasan fisik 

seperti di beberapa 
hotel berbintang di 
Kota Denpasar yang 

memberikan fasilitas 
seperti area parkir 
khusus, toilet khusus 

serta akses menuju 
hotel yang dilengkapi 

dengan ramp sehingga 
wisatawan dengan 
kursi roda dapat 

dengan mudah 
mengakses.  

    

Akademisi  Fasilitator 

1. Melakkan 
kajian ilmiah terkait 

dengan penyediaan 
fasilitas dan aksesibilitas 

bagi wisatawan 
disabilitas  

Sejauh ini kajian 
ilmiah terkait dengan 

penyediaan fasilitas 
dan aksesibilitas di 

Kota Denpasar masih 
belum begitu banyak. 

    

Industri Jasa (Bali 
One Care) 

Fasilitator 

1. Memberikan 
pelayanan berupa jasa 

penyewaan alat bantu 
kesehatan bagi 
wisatawan maupun 

masyarakat. 

sebagai pihak swasta 
yang bergerak dalam 

bidang jasa 
penyediaan alat bantu 
bagi wisatawan 

dengan keterbatasan 
fisik serta masyarakat 

pada umumnya Bali 
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One Care sebagai 

fasilitator 
menyediakan fasilitas 
one stop solution 

untuk seluruh 
keperluan persewaan 

peralatan kesehatan, 
perlengkapan bayi dan 
home care. 

    

Perhimpunan Hotel 
dan Restoran (PHRI) 

Fasilitator 

1. Promosi 

berkaitan dengan 
akomodasi yang 
memberikan fasilitas 

untuk tamu dengan 
keterbatasan 

2. Memonitoring 

para pelaku industri jasa 
pariwisata terutama 

bidang hotel terhadap 
fasilitas dan pelayanan.  

Berdasarkan hasil dari 

wawancara dengan 
ketua PHRI dan 
Direktur Eksekutive 

PHRI Bali 
mengungkapkan 
bahwa sejauh ini 

PHRI berperan dalam 
hal marketing atau 

promosi berkaitan 
dengan jasa 
akomodasi yang 

memiliki fasilitas 
untuk disabilitas jika 
ada serta 

memonitoring jasa 
akomodasi berkaitan 

dengan penyediaan 
fasilitas serta 
pelayanan jasa 

akomodasi itu sendiri.   

    

Yayasan 

Fasilitator 

1. Menginisiasi 
terbentuknya kebijakan, 
peraturan dan 

pelindungan bagi 
penyandang disabilitas  

2. Membangun 
pemahaman masyarakat 
terhadap penyandang 

disabilitas  
3. Sebagai 

pendamping bagi 

masyarakat dengan 
kebutuhan khusus.  

Yayasan Puspadi 
bersama organisasi 
Pertuni dan Bali Deaf 

Community (BDC) 
bersama-sama 

mendorong 
terbentuknya Perda no 
9 tahun 2015 tentang 

Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak 
Penyandang 

Disabilitas.  

PUSPADI 

PERTUNI 

Bali Deaf Community 

(BDC) 

Sumber: Diolah,2018  

 

Peran police creator dijalankan oleh Pemerintah Kota Denpasar hal ini berkaitan dengan 
peraturan walikota Denpasar nomor 35 tahun 2011 tentang  Upaya Peningkatan Aksesibilitas 

Penyandang Cacat di Kota Denpasar. Walikota selaku kepala daerah kota Denpasar berperan 

sebagai fasilitator dan mengarahkan kota Denpasar sebagai kota inklusif dan ramah bagi 

penyandang disabilitas.  

Berdasarkan Tabel 2 bahwa masing-masing stakeholders lebih banyak menjalankan 

sebagai fasilitator dalam bentuk fisik yaitu penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.  
Maryono et.al (2005) secara garis besar dibagi menjadi 3 yaitu stakeholder primer, 

stakeholder kunci dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang 

terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana 
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serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholder kunci 

adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengembalian keputusan. Stakeholder 

sekunder atau pendukung merupakan stakeholder  yang tidak memiliki kepentingan  langsung 

terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. 
Stakeholder pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan 

pengaruh terhadap pengambilan keputusan.  Peran Stateholder dalam penyediaan  fasilitas dan 

aksesibilitas pariwisata bagi wisatawan disabilitas di Kota Denpasar menurut Maryono et.al 

(2005) terdiri dari stakeholder primer, stakeholder kunci, dan stakeholder sekunder. Berikut 

masing-masing  stakeholder  dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi 
wisatawan disabilitas di Kota Denpasar  

 

Identifikasi Peran Stakeholder  berdasarkan  Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder dalam 

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata bagi Wisatawan Disabilitas di Kota 

Denpasar 
 

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peran 

(Soekanto,2004 dalam Handayani dan Warsono,2017: 4). Berdasarkan pengertian peran 

tersebut peran stakeholder  dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi 
wisatawan disabilitas di Kota Denpasar dipengaruhi oleh peran internal  yaitu stakeholder 

primer yang terdiri dari wisatawan disabilitas,  dan stakeholder kunci yang meliputi  , Dinas 

Pariwisata Kota Denpasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar (Bappda) 

dan Pemerintah Kota Denpasar (Walikota)  yang memiliki peran sebagai pelaksana, 

koordinator, implementator, pendamping dan fasilitator. Sedangkan disisi lain terdapat 

stakeholder eksternal adalah stakeholder sekunder atau pendukung yang meliputi Dinas 
Sosial, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar , Hotel , 

Industri Jasa (Bali One Care), Yayasan (Puspadi Bali, Pertuni , Bali Deaf Community), 

Akademisi  dan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) dan berperan sebagai fasilitator.  

Stakeholder  dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi wisatawan 

disabilitas di Kota Denpasar memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Berdasarkan pengaruh 
dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap stakeholder maka stakeholder dapat dikategorikan 

menjadi empat jenis menurut (Reed et.al.,2009)  
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Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Pengaruh dan kepentingan dalam PenyediaanFasilitas dan 

Aksesibilitas Pariwisata bagi Wisatawan Disabilitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian,2018 

 

 

2) Hambatan Stakeholder dalam Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata bagi  

Wisatawan Disabilitas Di Kota Denpasar. 

 

Belum Adanya Pendataan Wisatawan Disabilitas  
Data jumlah wisatawan merupakan satu hal yang dapat menjadi acuan bagi industri yang bergerak 

dalam bidang pariwisata khususnya industri akomodasi hotel. Dinas pariwisata Kota Denpasar 

sendiri setiap tahunnya memiliki data statistik jumlah wisatawan asing maupun wisatawan 

domestik, tidak hanya jumlah wisatawan berdasarkan data pariwisata kota Denpasar dinas 

pariwisata  juga mencatat jumlah wisatawan yang menginap di kota Denpasar, tingkat hunian di 
Kota Denpasar, lama tinggal wisatawan serta perkembangan kunjungan wisatawan di Kota 

Denpasar. berdasarkan data-data pariwisata kota Denpasar ini kedepannya akan menjadi satu 

acuan bagi industri yang bergerak dalam sektor pariwisata khususnya hotel untuk menentukan 

langkah dan strategi kedepannya. Pada kenyataannya dinas pariwisata Kota Denpasar saat ini 

belum adanya pendataan secara  khusus terhadap wisatawan disabilitas  yang berkunjung ke Kota 

Pengaruh (Power) Rendah  

Kepen

tingan 
(Inter

est) 

Tinggi  

Tinggi  

Rendah  

 
Subyek (Subjects) 

1. Wisatawan Disabilitas  

Pemain Kunci (Key Player) 

1. Dinas Pariwisata Kota Denpasar  

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Denpasar  

3. Pemerintah Kota Denpasar (Walikota)  

 
 

 
 
 

Pengikut Lain (Crowd) 

1. Dinas Sosial  

2. Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kota 

Denpasar 

3. Hotel  

4. Industri Jasa (Bali One Care) 

5. Akademisi  

6. Perhimpunan Hotel dan Restoran 

(PHRI) 

 

Pendukung (Contest Setter) 

1. Yayasan  

• Puspadi Bali 

• Pertuni  

• Bali Deaf Community 
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Denpasar terutama pendataan terhadap wisatawan disabilitas yang menginap di Kota Denpasar 

khususnya pada hotel-hotel berbintang 

 

 

Pola Pikir Masyarakat tentang Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Wisatawan Disabilitas 

Pola pikir masyarakat indonesia pada umumnya dan kota Denpasar pada khususnya masih 

belum paham terhadap fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatawan disabilitas. Hal ini disebabkan 

masih banyaknya fasilitas yang diperuntukan untuk disabilitas tetapi digunakan oleh masyarakat 
umum. Salah satu yang sering terjadi adalah area parkir khusus yang diperuntukan untuk 

diabilitas digunakan oleh masyarakat umum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.20 dapat diketahui bahwa pola pikir dan kesadaran masyarakat 
terhadap disabilitas masih kurang. Perlu adanya pemahaman serta edukasi masyarakat umum 

mengenai fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatawan disabilitas agar masyarakat memahami 

pentingnya fasilitas khusus bagi penyandang disabiitas serta wisatawan dengan disabilitas.  

 

Regulasi  

Regulasi berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatawan disabilitas 

di Kota Denpasar saat ini masih belum ada. Meskipun saat ini kota Denpasar memiliki Peraturan 

Walikota nomor 35 tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat di 

Kota Denpasar pada saat ini peraturan tersebut masih dalam lingkup pemerintahan. Sedangkan 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas masih belum di implementasikan secara nyata di Bali hal ini berkaitan 

dengan sembilan rancangan pergub dan SK gubenur tentang turunan perda disabilitas dari hasil 

wawancara dengan pihak PUSPADI yang berperan mendorong terbentuknya Perda provinsi Bali 

nomor 9 tahun 2015 mengungkapkan bahwa dari sembilan rencana pergub dan SK Gubenur saat ini 

masih 1 rancangan pergub yang disahkan sehingga masih tersisa 8 rancangan yang belum disahkan 
hal ini menjadi salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi penyediaan fasilitas bagi 

disabilitas di Bali pada umumnya dan Denpasar pada khususnya.  

 

Kerja Sama Antar Stakeholder   

Kerjasama antar stakeholder  merupakan salah satu faktor yang mendukung dapat 
tersediaanya fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatawan disabilitas yang baik, disisilain kerja sama 

antar stakeholder menjadi faktor penghambat hal ini disebabkan karena kerjasama antar 

stakeholder dianggap masih kurang. Kerjasama dan koordinasi antar stakeholder pariwisata dalam 

Sumber: Hasil Penelitian,2018 
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penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatwan disabilitas masih kurang baik, baik antara 

pihak pemerintah dan swasta, pihak pemerintah dengan masyarakat serta antar pihak 

pemerintahannya sendiri.   

Pertama, antar pemerintah dengan organisasi yaitu PHRI yang kesulitan dalam 

menyebarkan informasi kepada anggota-anggotanya terkait peraturan pemerintah tentang 

disabilitas berdasarkan wawancara dengan dengan Direktur Eksekutive  PHRI  BPD Provinsi Bali 
beliau mengungkapkan bahwa  

 

“Kami punya network dengan anggota semua. Jaringan-jaringan menyebarkan 

informasi termasuk informasi-informasi yang  berkaitan dengan peraturan. Tapi kita 

sampai sekarang tidak dapat perwalinya, kami secara implisit, surat untuk menyebarkan 
peraturan ini keanggota tidak ada”. (Purwa Sidemen, Direktur Eksekutive  PHRI  BPD 

Provinsi Bali Wawancara 19 April 2017, 15.46 Wita)  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kerjasama dan koordinasi antar  

pihak pemerintah dan pihak organisasi belum ada sehingga pihak organisasi yang memiliki anggota 
terkait dengan jasa akomodasi kesulitan dalam menginformasikan peraturan yang saat ini ada. 

Kedua, belum jelasnya kemitraan antar pemerintah dan pihak swasta yaitu Bali One Care 

berdasarkan hasil wawancara dari Bali One Care menyebutkan bahwa Bali One Care memiliki 

proyek memperkenalkan transportasi untuk disabilitas kepada pemerintah kota akan tetapi masih 

belum ada pengaruh.  
 

“Saya sedang proyek mengenalkan transportasinya di pemkot, tetapi belum ada influence 

yang mereka mau tapi ya memang ini proyek besar harus dimulai”. (Putu Romi, Pemilik 

dan Pengelola Bali One Care Wawancara, 22 Mei 2018 11.29 Wita)   

 

 Berdasarkan pernyataan dari Bali One Care tersebut dapat diketahui bahwa kemitraan 
antara pihak swasta dan pemerintah belumlah berjalan dengan baik hal ini karena berdasarkan dari 

pengenalan tranportasi belum ada pengaruhnya kepada pemerintah. 

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan peran 
stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi wisatawan disabilitas di 

Kota Denpasar , maka dapat disimpulkan sebagai berikut  

1) Stakeholder yang terlibat dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi 

wisatawan disabilitas di Kota Denpasar berdasarkan identifikasi stakeholder terdiri dari 

stakeholder primer, kunci dan sekunder. Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappda), Pemerintahan Kota Denpasar  merupakan stakeholder kunci yang memiliki 

peran penting dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata bagi wisatawan 

disabilitas di Kota Denpasar. Sedangkan stakeholder sekunder meliputi pihak-pihak swasta 

seperti Bali One Care (BOC) dan  jasa akomodasi, Organisasi atau lembaga seperti 

Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI),  yayasan Puspadi, Pertuni serta komunitas 

Bali Deaf Community (BDC).  Sedangkan jika ditinjau berdasarkan pengaruh kepentingan 
alam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas stakeholder yang berperan meliputi stakeholder 

sebagai pemain kunci seperti Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappda), Pemerintahan Kota Denpasar. Stakeholder  Pengikut (Crowed) meliputi Dinas 

Sosial, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Hotel, 

Industri Jasa (Bali One Care), Akademisi , Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI).  
Sedangkan stakeholder Pendukung (Contest Setter) meliputi Puspadi Bali, Pertuni, Bali Deaf 

Community. 

2) Hal yang menjadi hambatan  stakeholder dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas 

pariwisata bagi wisatawan disabilitas di Kota Denpasar ialah belum adanya pendataan terkait 

dengan jumlah wisatawan disabilitas sehingga belum ada data secara tertulis mengenai jumlah 
wisatawan disabilitas hal ini menghambat peran stakeholder dalam menentukan sebuah 
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kebijakan, Pola Pikir Masyarakat tentang Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Wisatawan 

Disabilitas dalam hal ini pola pikir masyarakat belum begitu paham dengan fasilitas untuk 

penyandang disablitas hal ini terbukti masih adanya fasilitas khusus untuk penyandang 

diabilitas yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya, Regulasi dan Kerjasama antar 
stakeholder  yang masih tergolong kurang.  
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